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PUTUSAN 
 

Nomor 330/Pdt.G/2018/PA.Sim. 
 

 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

Pengadilan Agama Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara 

Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah 

menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini  antara :  

Mulyani binti Suripto, tempat dan tanggal lahir Marihat 25 Desember 1991, 

agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Biduanita, tempat 

kediaman di Huta I Ladang Kongsi, Nagori Pematang 

Silampuyang, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun, 

sebagai Penggugat;  

Melawan 

Supianto bin Pasrah, tempat tanggal lahir Balimbingan 18 September 1981, 

agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, 

tempat kediaman di Simpang Bahkisat, Nagori 

Balimbingan, Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten 

Simalungun, sebagai Tergugat; 

Pengadilan Agama tersebut; 

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;  

Telah mendengar keterangan Penggugat dan keterangan saksi di persidangan;  

DUDUK PERKARA 

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 24 April 2018 yang 

telah didaftarkan di Kepanitraan Pengadilan Agama Simalungun dengan 

register Nomor 330/Pdt.G/2018/PA.Sim. tanggal 24 April 2018 telah 

mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut: 

1. Bahwa pada tanggal 08 Januari 2016, Penggugat dengan Tergugat 

melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah 
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Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun, sesuai 

dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 009/009/I/2016, tanggal 08 Januari 2016; 

2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat 

tinggal di rumah orang tua Tergugat di Nagori Balimbingan selama 8 bulan, 

kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat di Nagori Pematang 

Silampuyang selama 3 bulan; 

3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah 

bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba’dadukhul), namun belum 

dikaruniai keturunan; 

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan 

harmonis, namun sejak bulan April 2016, antara Penggugat dan Tergugat 

mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan; 

a. Tergugat sering terlambat pulang bekerja apabila Penggugat 

menanyakan hal tersebut kepada Tergugat, Tergugat tidak terima dan 

marah bahkan membanting barang yang ada di rumah kediaman 

bersama; 

b. Tergugat sering marah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas; 

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat 

sering  terjadi disebabkan sama seperti poin 4 huruf a, dan b di atas; 

6. Bahwa bulan Desember 2016, Tergugat masuk lembaga pemasyarakatan 

disebabkan kasus pemakai narkoba; 

7. Bahwa pada tanggal 08 September 2017, Tergugat keluar dari lembaga 

pemasyarakatan dan sejak saat itu Tergugat tinggal di rumah orang tua 

Tergugat; 

8. Bahwa sejak berpisah tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat tidak 

pernah lagi bersatu dalam rumah tangga dan tidak ada komunikasi satu 

sama lain; 

9. Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat 

dengan Tergugat agar hidup rukun kembali dalam rumah tangga, namun 

tidak berhasil;  

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat 

perkara ini; 

Disclaimer
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    Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Bapak Ketua 

Pengadilan Agama Simalungun memeriksa dan mengadili perkara ini, 

selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya: 

1. Mengabulkan gugatan Penggugat; 

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Supianto bin Pasrah) 

terhadap Penggugat (Mulyani binti Suripto); 

3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai 

ketentuan yang berlaku; 

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;  

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat 

telah datang menghadap ke muka sidang; 

Bahwa Majelis Hakim telah telah berusaha mendamaikan Penggugat dan 

Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil dan 

untuk memaksimalkan upaya damai tersebut, Ketua Majelis telah memberikan 

kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mengikuti mediasi dengan 

mediator Zainal Arifin, S.Ag. dan sesuai dengan  laporan mediator tanggal 22 

Mei 2018, bahwa  mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 8 Mei 2018 dan 

tanggal 21 Mei 2018 dinyatakan gagal, karena tidak tercapai kesepakatan 

antara kedua belah pihak berperkara untuk berdamai; 

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat 

yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat; 

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan 

jawaban karena tidak pernah datang lagi ke persidangan; 

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah 

mengajukan alat-alat bukti berupa: 

A. Surat 

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 009/009/I/2016, tanggal 8 Januari 2016 

yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar, 

Kabupaten Simalungun, telah di-nazageling kantor pos, oleh Majelis Hakim 

telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bukti [P]; 
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B. Saksi 

1. Turidah binti Kusein, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, 

pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Huta I Ladang Kongsi, 

Nagori Pematang Silampuyang, Kecamatan Siantar, Kabupaten 

Simalungun, yang merupakan Ibu Penggugat di bawah sumpahnya telah 

memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;  

- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada bulan Januari 

2016; 

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah 

orangtua Tergugat, kemudian pindah ke rumah saksi di Nagori 

Silampuyang; 

- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak; 

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun 

dan harmonis, namun sejak bulan April 2016 sudah tidak rukun dan 

sering terjadi pertengkaran; 

- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat sering 

terlambat pulang dari bekerja yang apabila Penggugat 

menanyakannya, Tergugat marah-marah kepada Penggugat; 

- Bahwa saksi pernah melihat langsung pertengkaran Penggugat 

dengan Tergugat 

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan 

Desember 2016, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat; 

- Bahwa pihak keluarga telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat 

namun tidak berhasil dan tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat 

dengan Tergugat; 

2. Dewi Kasiani binti Suripto, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan 

SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Huta I Ladang 

Kongsi, Nagori Pematang Silampuyang, Kecamatan Siantar, Kabupaten 

Simalungun, yang merupakan Kakak Penggugat di bawah sumpahnya 

telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut; 

- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada bulan Januari 

2016; 

Disclaimer
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- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah 

orangtua Tergugat, kemudian pindah ke rumah orangtua Penggugat di 

Nagori Silampuyang; 

- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak; 

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun 

dan harmonis, namun sejak bulan April 2016 sudah tidak rukun dan 

sering terjadi pertengkaran; 

- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat sering 

terlambat pulang dari bekerja yang apabila Penggugat 

menanyakannya, Tergugat marah-marah kepada Penggugat; 

- Bahwa saksi pernah melihat langsung pertengkaran Penggugat 

dengan Tergugat 

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan 

Desember 2016, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat; 

- Bahwa pihak keluarga telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat 

namun tidak berhasil dan tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat 

dengan Tergugat; 

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada 

pokoknya tetap dengan gugatannya; 

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang 

termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dari putusan ini; 

PERTIMBANGAN HUKUM 

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat 

sebagaimana telah diuraikan di atas;  

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Pemohon merupakan perkara 

perkawinan yang menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama berdasarkan 

Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan 

Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 

2006 dengan perubahan kedua Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009; 
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Menimbang bahwa oleh karena perkara ini diajukan ditempat domisili 

Penggugat dan Penggugat berdomisili di Kabupaten Simalungun, maka sesuai 

dengan ketentuan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 

sebagaimana telah diubah untuk yang kedua dengan Undang Undang Nomor 

50 Tahun 2009, secara relative, Pengadilan Agama Simalungun berwenang 

untuk menerima dan memeriksa perkara ini; 

  Menimbang, bahwa Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat 

dan Tergugat agar keduanya tetap mempertahankan ikatan perkawin mereka, 

namun tidak berhasil. Dengan demikian ketentuan Pasal 82 ayat (2) dan ayat 

(4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989  jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) 

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta Pasal 143 ayat 1 dan 2 

Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 telah terpenuhi, sedangkan upaya damai 

melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 gagal 

sesuai dengan laporan mediator Zainal Arifin, S.Ag. tanggal 16 April 2018, atas 

dasar dua bagian pertimbangan tersebut di atas, maka pemeriksaan perkara ini 

beralasan hukum untuk dilanjutkan; 

Menimbang, bahwa masalah pokok gugatan Penggugat adalah 

Penggugat mengajukan gugatan agar majelis menjatuhkan talak satu ba’in 

sughra Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan antara Penggugat dan 

Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga; 

Menimbang, bahwa karena perkara ini tentang perceraian yang 

berkaitan dengan kelangsungan hidup perkawinan Penggugat dan Tergugat 

yang berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

mesti diperoleh adanya cukup alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat 

tidak akan ada harapan hidup rukun kembali sebagai suami-isteri, maka Majelis 

Hakim tetap membebani Penggugat dengan pembuktian. 

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat 

telah mengajukan alat bukti surat [ P] dan 2 orang saksi; 

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang 

merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, 

isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat 
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sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta 

mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat; 

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah 

disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam 

Pasal 175 R.Bg; 

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai angka 1 

sampai 8 pada posita gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat, didengar 

sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh 

karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil 

sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi 

tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti; 

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah 

disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam 

Pasal 175 R.Bg.; 

Menimbang,  bahwa  keterangan  saksi  2  Penggugat mengenai  angka 
 

1 sampai 8 adalah fakta yang dilihat, didengar sendiri dan relevan dengan 

dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan 

saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam 

Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan 

pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti; 

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat 

bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu 

keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 

R.Bg.; 

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, saksi 1 dan saksi 2 terbukti 

fakta kejadian sebagai berikut: 

1. Bahwa pada tanggal 8 Januari 2016 Penggugat dan Tergugat telah 

melangsungkan pernikahan yang tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah 

Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun; 

2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak; 

3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan April 2016 sudah 

tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran; 

4. Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat sering terlambat 
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pulang kerja dan apabila Penggugat menanyakannya Tergugat marah-marah 

kepada Penggugat; 

5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Desember 

2016 dan tidak pernah bersatu lagi sampai sekarang; 

6. Bahwa kedua orang saksi dan pihak keluarga Penggugat sudah pernah 

berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan 

tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat; 

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat 

disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:  

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat sebagai suami istri dan tidak 

pernah bercerai sampai sekarang; 

2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sejak bulan April  

2016 disebabkan Tergugat sering terlambat pulang kerja dan apabila 

Penggugat menanyakannya Tergugat marah-marah kepada Penggugat; 

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Desember 

2016 dan tidak pernah bersatu lagi sampai sekarang; 

4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah dirukunkan pihak keluarga 

namun tidak berhasil dan tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat 

dengan Tergugat; 

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan 

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam 

di Indonesia, perceraian dapat terjadi dengan alasan salah satu pihak 

meninggalkan pihak lain lebih dari dua tahun lamanya dan Pasal 19 huruf (f) 

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi 

Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 perceraian dapat terjadi dengan alasan : 

“Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan 

tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga”; 

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengemukakan pandangan ahli 

hukum yang tercantum dalam Kitab Ghayatul Marom yang berbunyi :  

 وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة على زوجها فطلق عليه القاضى طلقة
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Artinya :  
Di saat isteri telah memuncak kebenciannya kepada suami, maka 
Hakim )berwenang( menjatuhkan talaknya suami.  

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim 

berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat “sudah pecah” (broken 

marriage), mempertahankan rumah tangga dalam kondisi tersebut hanya sia-

sia belaka, bahkan dikhawatirkan akan muncul kemudaratan yang lebih besar 

bagi kedua belah pihak sesuai dengan kaidah hukum menyatakan; 

 درءالمفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya : 

 “Menolak kemudaratan lebih utama daripada mengambil manfaat”.  

Menimbang, bahwa majelis hakim juga telah mendengar keterangan 

saksi keluarga di persidangan saksi tersebut menyatakan ketidak 

sanggupannya untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, dengan 

demikian ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 telah 

terpenuhi; 

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan–pertimbangan di atas,  

maka maksud Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006  dan penjelasan 

atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2)  huruf (f) Jo Pasal 

19 huruf (f)  Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) 

Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karenanya Majelis Hakim 

beralasan menurut hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat; 

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, 

maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1)   Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan 

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya 

perkara harus dibebankan kepada Penggugat; 

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku 

dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini; 
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MENGADILI 

1. Mengabulkan gugatan Penggugat; 

2. Menjatuhkan talak satu ba’in sughra Tergugat (Supianto bin Pasrah) 

terhadap Penggugat (Mulyani binti Suripto); 

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini 

sejumlah Rp491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah); 

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim 

Pengadilan Agama Simalungun pada hari Selasa tanggal 5 Juni 2018 Masehi 

bersamaan dengan tanggal 21 Ramadhan 1439 Hijriah oleh kami Syafrul, 

S.H.I., M.Sy, sebagai Ketua Majelis, Yulistia, S.H., M.Sy dan Dian Ingrasanti 

Lubis, S.Ag., S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan 

mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh 

Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Dasma 

Purba, S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa 

hadirnya Tergugat;   

Hakim Anggota,             Ketua Majelis, 

 

Yulistia, S.H., M.Sy.             Syafrul, S.H.I., M.Sy. 

Hakim  Anggota, 

 

Dian Ingrasanti Lubis, S.Ag., S.H., M.H.  Panitera Pengganti, 

                             

Dasma Purba, S.H., M.H. 

Perincian Biaya Perkara : 

1. Biaya Pendaftaran  : Rp.   30.000,00 
2. Biaya ADM/ATK  : Rp.   50.000,00 
3. Biaya Panggilan  : Rp. 400.000,00 
4. Biaya Redaksi  : Rp.     5.000,00 
5. Biaya Materai  : Rp.     6.000,00 

           Jumlah                   Rp. 491.000,00 
 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) 
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